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ARBRSTRAK

Dampak narkotika vang tenadi tdak hanva membahayakan kesehatan
masyarakat atau pengpunaannya. wiapl juga sudah merupakan bahava vang sangal
serivs  sehimpea dapal merendabkan kuvalitas  kehidupan  masyvarakat secara
menveluruh, Undang-Undang Mo, 22 tahun 1997 memberikan ancaman pidana
vang berat bagi pelaku peredaran gelap narkotika dan penvalahpunaan narkotiks,
Dalam hal pemberantasan imdak pidana peredaran gelap narkotika adalah suatu
kewajiban kita semua, terutama bagt aparat penegak bukum vang ada di negara
Republik Indonesin. Dalam pemberantasan peredoran gelap narkotika, pihak Poln
diberi  wewenang khusus oleh negara scbagan  penvidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana narkotika sesuval dengan Undang-Undang Nomor 2
tabun 2002 don Peraturan Pemernintah No. 27 whoen 1983, Oleh karena o penulis
perkeinginan meneliti lebih dalam mengenat pelaksanaan penyidikan tindak
pidana  peredaran pelap parkotika oleh  penvidik Poli di wilayah  hukum
POLTABES Padang, Dan kenvataun tersebut, penulis mencoba menpgangkat ke
datam sustu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya. Bagaimana
pelaksanaan penyidikan tindak pidana peredaran gelap narkotika oleh penvidik
Pole di wilavah hukum POLTABRES Padung, apa vang menjadi kendala dalam
pelaksanaan penvidikan oleh penvidik Polel, dan  bagaimana upaya mengatasi
kendala-kendala dalam petaksanaan penvidikan tindak pudansg peredaran pelap
narkatika oleh penvidik Polri. Dalam penulisan skripsi ni. penelitian vang
digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptit, pengumpulan data primer vang
dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara denpan penyidik
Polm e sendiri. Data sckunder berupa buku-buku dan data tersier berups
petunjuk pelaksamaan vang berasal dari penyidik Polri, serta studi dokumen vang
berisi data yang berhubungan denpan pelaksansan penyvidikan tindak pidana
narkotika. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
penvidikan terhadap tindak pidana nackotika, di mulainya adanva laporan kejadian
dan  disertai  dengan  Surat Perintab Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan
melaksanakan kewenangan vang dimiliki oleb penyidik Polr dengan melakukan
upava paksa ; penangkapan, penahanan, pengeeledahan dan penvitaan sampai
pelimpaban berkas perkara ke Penuntut Umum. Hambatan vang dikadapi oleh
penvidik Polrd dalam melaksamakan penyidikan adalah kurangnva  kesadaran
untuk  menjadi saksi dalam memberikan keleranpan kepacds penvidik atas
perbuatan pidana vang  diketahuwinya.  Masth  kurangnya  fasilitas  dalam
pelaksanaan penyidikan seperti kelerbalusan  faboratorium  untuk pengecekan
sampel barang buki serta masth minimnya dana operasional untuk pelaksanaan
penvidikan.
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PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Kita sedang dibadapkan puds keadsan vang mengkbawatirkan  yaim
maraknya peredaran gelap narkotika. Pasal 32 Undang-Undang nomor 22 Tahun
1997 vange menyebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap keglatan atau
seranghasan  penvaluran  aan penyerahan  narketika baik  dalam rngka
perdagangan,  bukan  perdagangan  dan pemindahtanganan  hanya  untk
kepentingan  pelayanan  keschatan  dan  pengembangan  ilmu  pengetahuan.
Markotika dalam  bentuk obat bama dapat diedarkan setelab terdafiar  pada
Depatemen Keschatan dan dalam sctiap keglatan rangka peredoran narkotika
wajib dilengkapi dengan dokumen vang sah. Pihak-pihak terentu vanp berhak
menjadi penyalur dalam peredaran narkotika yaite imporiir, eksportic, pabrik obat,
pedagang besar farmasi dan sarana penvimpanan sedizan frmas pemerintah, Dy
dalam peredarim lersebul prhak penyalur wajib memiliki izin khosus penyaluran
narkottka dari Menteri Kesebatan.

Peredaran dalam bentuk penvaluran hanya dapat dilakukan oleh apotik,
rumah sakit, puskesmas, bala pengobatan dan dokter. Sedangkan peredaran yang
ilakiskan secara tanpa hak dan melawan bukum disebut oleh undang-undang
sehapal peredaran gelap narkotika dan dinvatakan sebagai “tindak  pidana™.
Persoalan kejahatan narkotika tidak banva sekedar membahavakan kesehatan
masyarakal atau penggonanya tetapl juga sudah merupakan bahaya vang sangat
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Oleh Karena itu peranan aparat penyidik ol sangal penting dalam ranska
pengungkapan  kasus-kasus  pereduran gelap  narkotika  serta menekan Agur
peredaran gelap narkotika tdak semakin meluas, Peranan aparat kepolisian
tersebul perlo ditunjung oleh faktor sarana dan prasarana serta moralitas vang baik
dan lovalitas vang ngg dan aparat penyidik itu sendir,

Untwk mengetahui  aparat - penvidik  ada  baiknva  terdebih  dahulu
mengetahui siapa itu penvidik. i dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) menvaakan:

“Penyichik adalah;

i Pejabat potisi negara Republik Indonesia

B Pejabal pepawan negeri sipil tertentu vang diberi wewenang khusus

oleh undang-undang.”

Selain ity di dalam Pasal | angka 3 KUHAP dinvatakan :
“Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negarn Republik Indonesia

vang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyvidik
vang diztur dalam undang-undang ini™,

Lari apa vang dikemukakan di atas, bahwg faktor vang menunjang kinerja
aparal penidik Poln adalah sarana. prasarana, moralitas dan lovalitas, Hal tersebut
mejadi penentu agar 1idak legadi trwar menawar hukum antara penyidik dengan
tersangka.  Adapun tuntutan  lain  terhadap penegak  bukum  adalab harus
prodesional  dalam melakukan  penggunaan teknik-icknik  dalam melakukan
penyelilikan, Salah sate cara vang sering dilakukan oleh aparat penyidik Polri
adalah dergan melakukan penyamaran sebagai pembeli narkoba, dengan maksud

ngar dapat diketahud siapa-siapa smakab yang terlibat di dalam tindak pidana ini.

Langkah-langkah penyvidik tersebut harusluh  diberengi denpan peran  sena
|
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serius vang  dapal  merendahkan  kvalitas  Kehidupan  masvarakal  secara
menveluruh''. Sejalan dengan it dalam prakicknyva kejshatan peredaran pelap
narketikd modus operasinya. menjaring  sehanyuk-banyaknyva pemakai  har
sebapm Korban dan melakokan secara terus-menerus sehingea menjeromuskan
pemakainya Ke dalam kehidupan vimg bersifat kontra produktsl seperls antara lain
malas belajar atau bekerja. Akhlak semakin turun (rusak) dan melakukan
kejahatan untuk memenuhi kegiatannyva atas penpgelapan narkatika®,

Dengan  mengantisipast bahayva  narkotika  tersebut,  Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 selanjutnva disebut denpan Undang-
Undang Mo 22 1997 tentang narkotika mengancam beral pelaku-pelaku kejahatan
narkotika, Ancaman pidana mengenal peredaran gelap narkotika dapat dilihat
dalam Pasal 82 Avat (1) herul’ 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 vang
berbunyi:

“Barang siapa tanpa hak dan melawan huekom;

a. Mengimpor, mengekspor, menawarkan unuk dijunl, menvalurkan.
mciual. menukar, menverahkan, menjadi perantara dalam jual heli atau
menukar parkotika golongan 1 dipidana dengan pidana mati ataw
pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tabun dan
denda paling banyak Rp. 1.OG0000000,00,- {satu milyar rupiah)™,

Beratnya ancaman pidana serta gencarnyva usaha-usaba pemberaniasan
kejahatan narkotika oleh aparat maupen masvarakat disepala lapisan. seolab-olah
bagi mereka vang ingin atau yang melanggar, tidak peduli dengan ancaman
lersebut dan merckapun beranggapan penerapan pidana yang berat memang resiko

bagi pelanggar.

W gomli Almasasmita. 19aT, finday Midana Narborlbe Traeeeniasacsed Dhifore wiveear Sk
Pafavia Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditve Bhakti. Bandung, hal 4-5,
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masyarukal agar pemberaniasan peredaran gelap narkotika tersebut berjalan sesuul
dengan peraturan perundang-undangan serta sesua denpan harapan masvarakat.

Peran serta masvarakal yong dibutuhkan, seperti pembenian informasi
tentang lempat-tempat tersangka melakukan jual beli narkotika maupun lempat-
tempat hiburan malam vang menjadi tampat peredaran gelap narkotika kepada
aparat kepobisian setempat, Tadi sangat dibutuhkan Kerjasama antara aparat
kepolisian dengan masvarakat agar pemberantasan peredaran gelap narkotika ind
dapat dilakukan secara menyelurub.

Sepertt vang diberitakan Posmetro Padang, rabu tangpal 30 November
2005, bahwa dengan adanya informasi dan masvarakat sekitar Kecamatan Pach.
Palsek Pauh berhasil membekuk 3 arang tersangka pengedar ganja vaio “1s™ (20,
“Mrd” (253). "As" (22). Mereka ditangkap dengan barang bukti 19 paket panja siap
cdar vang dibungkus denpan kerias koran. Sasaran mercks adalah doerab Lubuk
Begalung, Kecamatan Paub termasuk pergurpan tinggi vang ada di sekitar daerah
terschut. Atas informasi tersebut polisi terus melakukan penvelidikan lebib lanju
terhadap tiga tersangka tersebut.”

Berdasarkan uratan yvang penulis kemukakan di atas, maka penulis marasa
tertarik uniuk mengangkat hal tersebut sebagai masalah vang akan diteliti dengan
judul “PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN
GELAP NARKOTIEA OLEH PENYIDIK POLRI (Studi Kasus D4 Wilayah

Hukum Poltabes Padang).

T Poametro 30 Movember 2005 hal, 10
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PEMNUTUP

Dan wratan vang telah penulis kemukakan pada Bab 17 diatas maka dapat

disimpulkan sebagai berikun

A, Kesimpulan

=

Lad

Dalam  pelaksanaan  tindak Fidana Peredaran Gelap, pada  dasarnya
pemeriksaannya dimuls sejak diketahuinya tindak pidana disuate tempa,
Sedangkan  pemeriksaan  terhadap  pelaku tindak  pidana  narkotika
dilakukan sctelah penangkapan vang dilakukan oleh penvidik berdasarkan
bukti permulaan vang cukup. Dalam bal ini Polr adalab penyidik tunggal
dalum penvidikan tindak pidang narkotika. Sedangkan jukss hanya sehagai
PENURLLL LM Saja.

Kendala dalam penyidikan terhadap penyidik Polr adalah, keterbatasan
tasilitas  laboratoriam untuk  meneliti contoh barang  bukti narkotika
sehingea penyulikan terhadap tindak pidana peredaran gelap narkotika
diwilavah kota Padang membutohkan wakiy vang sangat lama dan dana
yang sangat besar,

Untik menpgatasi kendala terscbut, penvidik membawa fangsunyg contoh
barang bkt untuk diteliti dilaboratoriem kota  Medan, serta gung
keamanan  dan Keselwomatan  barang  bokti narkotika  tersebut,  juga

mempercepal keluarnva hasil tes dan barang bukn vang ditelid.
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